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TENTANG

FENYLLENGGARAAN LALLY LINTAS JALAN
I WILAYAH KABUPATEN REJANG LEBONG

IMNGAN RAHMAT TUHAN YANG MAIA ESA
MUTATI REJANG LERONG,

. .

hahwa dengan semiakin pesatnya
pertumbuhan dan perkembangan lalu lintas
sguna menciptakan kelancaran, keselamatan
dan  keamanan pelayanan  kepada
masyarakat pemakai jalan, maka diperlukan
perencanaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan lalu lintas jalan yang lebih
mantap, jelas, tegas serta memiliki kekuatan
hukum yang mengikat;

bahwa pPerencanain, pengaturar,
pengendalian dan pengawasan lalu lintas
adalah system penvelenggaraan lalu lintas
yang  mencakup seluruh kebijakan
Pemerintah  Kabupaten Rejang  Lebong
berdasarkan kewenangan di bidang lalu
lintas dan angkutan jalan;

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas
perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
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Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten — kabupaten Dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1091),

Undang—Undang MNomer 9 Tahun 1967
tentang  Pembentukan Tropiusi Bengkulu
{lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Notnor 2828);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980
tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1280
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3186);

Undang—Undang Nomeor & Tahun 1981
fentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3Z209);

Undang—Undang Nomor 14 Tahun 1992
entang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Megara Nomor 3450);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000
fentang  Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3480);

Undang—Undang Nomor 10 tahun 2004
tentang Pembentukan Perahiran Perundang-
undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Momor 53, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemeriniah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang Nomor & Tahun 2005 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 108, Tembahan Lembaran
Megara Nomnor 454 8],
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
fenlang  Perimbangan  Keuangan  Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

lPeraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor
9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan
Vemerintahan i Propinsi  Bengkulu
{Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 34,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854),

Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 1258
tentang Koordinasi Kezlatan Instansi Vertikal
di Dacrah {(Lembaran MNegara Tahun 1938
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Momor 3373)

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990
tentang  I'enyerahan  Sebagian  Urusan
Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat | dan
Tingkat II { Lembaran Negara Tahun 1990
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3410)

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992
tentang Penyelenggarsan otonomi Daerah
dengan Titk Berat pada Daerah Tingkat I
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529),

Peraturan PFemenntah Momor 43 Tahun 1995
tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan
(Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63,

~Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Fembagian Urusan  Pemerintah
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Propinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota
{(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 81,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Menteri Terhubungan Nomor 14
Tahun 2006 tentang Manajemen  dan
Rekavasa Lalu Lintas;



17, Peraluran Daerah Kabupaten Rejang |ebong
Nowmior 7 Tuhun 2005 tentang Penyidik
P'espwai Negeri Sipil Daerah 4

I8, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang [obond
Nomor 19 Tahun 2001 fentang Sysunan
Organisasi  dan  Taia Kerja  gantor
l'erhubungan Kabupaten Rejang Lebong

IMNGAN PERSETUJUAN BERSAMA
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
DAN
BUPATI REJANG LEBONG

MEMILTTUSKAN

Menclapkan  : FERATURAN DAERAH  KABUPATEN REANG
LEBONG TENTANG PENYELENGGARAAN JALU
LINTAS JALAN DI WILAYAH KABUPATEN REJANG
LEBONG

BAB I
EETENTUAN LIMUM
Pasal 1

Palam Peraturan Dacrah imi vang dimaksud dengan -

1
1
4

Dacrah adalah Kabupaten Rejang Lebong;
Femerintah Dacrah adalah Pemerintah Daerah Kabupalen Rejang LehonSs
Nuputi adslah Bupali Rejang Lebona

Inslansi Perhubungan adalah Kantor atau Dinas Perhubungan Kabypatert
Rrjang Lebong yang bertanggung jawab terhadap Pelaksanaan Pempynaan
Widang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan di Kabupaten Rejang Leborg;

Kepuila adalah Kepala Kantor atau Kepala Dinas Perhubungan Kahypaten
Rejung Lebong,



(]

i}l

1,

14,
15,

0.

Vejabat adalah Pegawai yang diberi tugas terientu di Bidang Lalu Lintas
sesuyi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,

Penyelenggaraan lalu lintas jelan adalah kegiaian manajemen dan
rekayasa falu lintas serta pengaturan pengendalian penggunaan jalan
ying ditujukan untuk mewujudican lalu lintas yang selamat, lantcar, terlib,
uitan, efisien dan efektif,

Julin adalah jalan yang dipergunakan bagi Lalu Lintas Unium;

Julan Nasional/Jalan Negara adalah jalan yang wewendng binaannya
itakukan oleh menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah dan Menteri
'erhubungan;

Jalan propinsi adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan
oleh Gubernurg

. Jalan Kabupaten adalah jalan yang wewenang pembinaannya dilakukan

oleh Bupali,

Jalan Negara, Jalan Propinsi yang berada di dalam wilayah Ibukota
Kabupaten yang pembinaannya dilakukan oleh Bupati;

. P'embinaan jalan adalah kegiatan penanganan jaringan jalan terdiri dan

penentuan sasaran yang meliputi penyusunan rencana umum jangka
panjang, penyusunan rencana jangka menengah dan penyusunan
program  serts perwujudan sasaran yang meliputi pemgadaan dan
premeliharaan,

Julur adalah bagian yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan;
Lajur adalzh jalur yang memanjang atau tanpa marka jalan yang memiliki

lehar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan selain sepeda
mofor;

“I'rotoar adalah bagian jalan yang yang digunakan bagi pejalan kaki;
 Berhenti adalah  keadaan tidak ~bergerak —smatw—kendaraan  untuk

scinentara dan pengemudi tidak meninggalkan kendaraan;

 Purkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat

semeniara;
Lalu lintas adalah gerak kendaraan, ovang dan hewan di jalan;

Angkutan adalah Perpindahan Orang dan/atau Barang dari Suatu Tempat
ke lempat Lain dengan menggunakan kendaraan;

PI'NS adalah Pejsbal Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi
kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan sesum dengan Ruang
Lingkup Tugas masing-masing;
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Sntuan Lalu Lintas adalah Satuan Lalu Lintas Polres Rejang Lebong;

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan
icknik yang berada pada kendaraan itu;

Julan adalah sualu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun
weliputi segala bagian jalan termasuk bangunan velengkap dan
perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas;

Kembu-rambu Lalu Lintas di Jalan vang selarjutnya disebut rambu adalah
salah satu dari perlengkapan jalan , berupa lambang, huruf, angka
kalimat dan/atau perpaduan diantaranya schagai peringatan , larangan,
perintah atau peiunjuk bagi pemalai jalan,

Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau
dintas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau landa yang
membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing
lainnya wyarig berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan
membatasi daerah kepentingan lafu lintas ;

Alal Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat peralatan teknis yang
menggunakan isyarat lampu untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau
kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan,

Inringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang
kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas orang dan/atau
kendaraan i persimpangan atau pads russ jalan;

Minla fransportasi adalah sarena kegiatan transportasi;

kawasan Tertib Lalu Lintas adslah suatu ruas jalan/koridor/wilayah
lertentu yang disepakati oleh instansi terkait dibidang lalu lintas dan
ditetapkan melalui Peraturan Daerah sehagai percontohan ketertiban baik
hagi aparat terkait dalam menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan
masing-masing secara terpadu maupun bagi pengguna jalan dalam
memanfaatkan jalan sesuai dengan peruntukannya, schingga lalu lintas
angkutan jalan dapat terselenzgara secara selamat, aman, lancar, nyaman
dan effisien;

tierbang Kawasan Tertib Lalu Lintas adalah bangunan dan atau rambu-
vambi yang menyatakan awal dan/atau akhir Kawasan Tertib Lalu Lintas.



BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan
dasar hukum dalam perencanaan pengaturan, pengendalian dan
penggwasan penyelenggaraan lalu lintas jalan di wilayah Kabupatcn
Rejang Lebong;

(2) ‘Tujuan ditetapkannya Peraturar Dacrah int adalah untuk tereujudnya
suntu kondisi lalu lintas yang selamat, aman, tertib, lancar dan ramah
lingkunzan seria berhasil guna hagi masyarakat.

BAE IH
FENYELENGGARAAN LALU LINTAS JALAN
Pasal 3

(1) Penyelenggaraan lalu lintas dan anghkutan jalan agar dapat berjalan
secara terpadu diwujudkan dengan menyusun jaringan transporiasi yang
ditetapkan dengan rencana umum jaringan fransportasi jalan;

(#) Rencana umum jaringan transportasi jalan ditetapkan berdasarkan
kehutuhan transportasi, fungsi, peran, kapasitas lalu lintas dan kelas
julan yang merupakan pedoman dalam penyusunan rencana umum dan
perwujudan unsur-unsur jaringan transportasi jalan;

(4) Rencana wmum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud ayat
(2} akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PRASARANA
Bagian Pertama
JARINGAN TRANSPORTASI JALAN
Pasal 4

(1) Untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang terpadu
dilelapkan dengan jaringan transportasi jalan yang menghubungkan
masing-masing wilayah dalam kabupaten,

{4) Penctapan jaringan trapsportasi jalan sebagaimana dimaksud ayat (1)
didasarkan pada kebutuhan transportasi, fungsi, peran, kapasitas lalu
lintas dan kelas jalan;
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lenelapan juringin transportasi schagaimana dimaksud ayat {20 akan
hiator bebib nagug dengan Keputusan Bupati,

l'agal 5

Utk keselematan, keamauan, ketertiban dan kelamcaran lalu lintas
wertd kemidihan hagi pemakai jalan, jalan wajib dilengkapi

A, Ramibu-rambu;

b Marka julan:

o Alat pemberi isyarat lalu lintas;

il Alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan;
o Al pengawasan dan Pengaman jalan;

f. Fasilits pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang
bernda di jalan dan diluar jalan,

Ketentuan sehagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Bupati;

Terminal
Paszal 6

Untuk menunjang kelancaran mobilitas orang maupun arus barang dan
untuk lerlaksananya keterpaduan intra dan antar moda secara lancer dan
tertib ditempat-tempat tertentu dalam Kabupaten Rejang Lebong dapat
hibmngun dan diselenggarakan terminal,

Pembungunan terminal sebagaimana dimalksud avat (1) dilaksanakan
vleh instansi teknis dengan mengikutsertakan badan kukum:

Penyelenggaraan terminal sehagaimana dalam ayat (1) dilakukan oleh
Kantor/Dinas Perhubungan,

Pasal 7

Kelentusn  mengenai pembangunan  dan penyelenggaraan terminal
shngaimana dimaksud dalam Pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan
Kepritiusan Bupati,
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Paszal &

Pada terinal sebaggimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dapat
dilnkmaniakan kesinbin wsaha penunjang;

Keglatan wsahi penunjang scbagaimana dimaksud dalam ayat (10 dapat
shilwk sk oleht Badan 1ukum atau Perovangan;

Kelertoan achsgitimang dimaksud dalam avat (1) dan ayat (2) akan
lintur Iebiby linjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Fasitilas Parkir untuk Umum
Pasal 9

Uhuk menunisng kesclamatan, keamanan, kelertiban dan kelancaran
Inlu lintan ddian angkutan jalan dapat diadakan fasilitas parker untuk
g

Frsllilan porker uniuk umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapal  disclenyggaralan  sesuai dengan  Perundang-undangan  yang
Iwerlnden;

Ketentuan mergenai fasilitas parkic scbagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dan nyat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati,

Bagian Ketiga
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pasal 10

Untuk keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu liontas
dnn angkutan jalan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan ketentuan-
keleniuan mengenai rekayasa dan manajemen lalu lintasl

Kelenluan rekayasa dan manajemen lalu Jintas sehagaimana dimaksud
aynl (1) akan digtur lebih lanjut dengan Keputusan Bupat.



Hagiun Keempal
Perggunann Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Pasal 11

nan julan uniuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan,
lenggrnnn kegialan dengan menggunakan jalan yang patut
Pl nenggangsgu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu

# hanyi dapat dilakukan setelah memperoleh izin;

fan il Intacard untuk memperoleh izin sehagaimana dimalksud
dalem ayat (1) distur lebih lanjut dengan Keputusan Bupat.

BAB YV
ANGEKUTAN
Bagian Pertama
Angkutan orang dan Barang,

Fazal 12

i nykutan orang dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan
At bermotor untuk penumpang;

() Anghutan bwung dengan kendaraan bermotor wajib menggunakan
keridursnn bermotor untuk barang,

(M) Dalmm keadaan  tertentu  dapat diberikan  pengecualian  terhadap
ketentunn sebagaimana dimaksud dalam ayat {1) dan (2);

(4) Ketentunn  schagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3) akan
ililaksanakan lebih lanjut dengan Keputusan Bupali.

Pasal 13

Keginion pengangkutan orang dan/atau barang dengan memungut bayar
hanya dilakukan dengan kendaraan umum.



Bagian Kedua
Angkutan Orang dengan Kendaraan Usnum
Pasal 14
Penyelenggivsan angkutan orang dengan kendaraan umum serdird dar ;
A Angkitun Kota yang mertipakan pemindahan orang dalam wilayah kola;

b Angkutan Pedesaan yang merupzkan perundahan orang dalam dan/atau
sl wilayah pedesaan,

Pasal 15

() Venvelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana
inuiksud dalam Pasal 14 dapat dilaksanakan dengan trayek tetap dan
levitur atau tidak dalam trayek;

() Venyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayck
etip dun teratur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan
lalmm javingan trayek;

(A} Ketentuan sebagaimana dimaksud ayal (1) dan ayal (2) aken diatur lehih
bangut dengan Keputusan Bupati:

) Pengangkutan orang  dengan kendarasn umum  untuk keperluan
puiwisata dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-
tnligan yans berlaku.

Bagian Ketiga
Tarif
Pasal 16

Nkt dum golongan tariff angkutan dengan kendaraan winum, ditetapkan
ey Keputusan Bupati,

Bagian Keempal
Tanggungjawab Pengangkut
Pasal 17

() Pengusaha angkutan umum wajib mengangkul orang dan/atav barang,
wiclnh  discpakatinya  perjanjian pengangkutan dan/atau  dilakukan
willwynran  hinya  anglkutan  oleh penumpang dan/atau  pengirim
LIETIH
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Rurvis pemimpang atau sural angkutan barang merupakan tanda bukti
telah terjadinya perjanjian angkutan dan pembayaran biaya angkutan,
kewwali kendaraan angkutan kota;

Pasal 18

Fengusaha angkutan wmurm wajib mengembalikan blaya angkutan yang
lelah dibayar olch penumpang dan/atau pengirim barang, jika terjadi
pembatalan pemberangskatan kendaraan: :

Pengusaha  angkutan  wmog bertangeungjawab  atas kerugian yang
thderita oleh penumpang, pengirim barang atau pihak ketiga, karena
kelulaiannya dalam melaksanakan pelayanan angkutan;

lesarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebesar
kevugian yang secara nyata diderita oleh penumpang, pengirim barang
alan pihak ketiza,

Tangeungjawab pengusaha angkutan umum terhadap perumpans
selwpgaimana  dimaksud dalam ayat (1), dimulaf sejak  dianghkuinya
penmpang  sampai di tempat  tujuan  pengangkutan yang telah
disepukaii,

BAB V1
FAWASAN TERTIB LALL! LINTAS

Fasal 19

P'aa Kuas Jalan tertentu dalam Kota Curup ditetapkan sebagai Kawasan
Wertils Ll Lintas

Kawisin lertib lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan
dintuy lebib lanjut dengan Keputusan Bupati.

FPaszal 20

I Maetimge rans jalan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas
ferddapumt Suruna dan Prasarana Lalu Lintas antara lain :

Puda Tilik Simpul awal dan akhir dinyatakan dengan gerbang/rambu
Knwamn Tertib lalu Lintas;

B Jalan dun Kelangkapannya Gumbu-rambu, marks jalan, alat Pemberi

Jayural Lalu Lintas (APIL), Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan
(APIT)) ot Kawasan Tertib Lalu Linias tersedia sesuai dengan
kelentunn,



Pasal 21
tE Setiap orang pengendara dan/ atau pengguna jalan, di Kawasan Tertib

Vailu Lintas waph :

n. Mematuhi rambu-rambu Lalu Lintas baik berupd Larangan inaupun
Pevindah ;

I Menggunakan helm bagi Standard Pengemudi dan Penumpang
kenidaraan bermotor roda dus;

1. Menggunakan  sabuk  kesclamatan baik  pengemudi  kendaraan
bepmnotor roda empat atau lebih maupun penumpang vang berada di
sumping pengemudi ;

td) Setap orang, pengendara dan/alau pengguna jalan, di Kawasan Tertib
Lahli Linlas dilarang :

4. Melinpaul batas kecepatan maksimum baik yang dinyatakan dengan
Kambu maupun Marka jalan ;

I. Membawa penumpang melebihi kapasitas yang ditentukan;

. Bevhenti atau parkir pada tempat-tempat yang dilarang yang
hinyatakan dengan rambu dan/atau marka ;

o Memsang, peralatan, bangunan, barang, benda dan atau hewan
whingga menzgganggu, mengwrangi tingkat kenyamanan dan afau
kesehimatan pengguna jalang

¢ Memarkirkan kendaraan rods 2 atau ojek baik perorangan maupun
berkelompok yang bertujuan untuk mencari penumpang, ;

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENINDAKAN

Pasal 22

Untuk menunjung keberhasilan pelaksanaan kebijakan lalu lintas angkutan
Iﬂll'l srin unfuk mendukung kelancaran dan ketertiban operasional lalu
Intmn migkutan jalan, daerah melakukan pengawasan dan pengendalian
iRl nl,
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Pasal 235

Pengawasin  dan  pengendalian  sebagaimana dimaksud  Pasal 21
peraturan Daeral ini, meliputi pemantauan, pemberian arak dan
pemndakan pelanggaran lalu lintas augkutan jalan, sesuai dengan
perundang-undangan yang berlaku;

l'engawasan dan pengendalian dilakukan PFNS (Penyidik pegawai neger
Sipal) dan dapat mengikuseriadan instansi lainnya;

Ketentuan prosedur dan titacara pengawasan, pengendalian lalu lintas
nngkudan Liian sepaniang mengzenai teknis pelansanaannya akan diatur
lebail taryut dengan Keputusan Bupali;

Fasal 24

Femindakan terhadap pelanggaran sebagaimana dimalksud Pasal 21 melipu -

n

k)

Peliggaran terhadap kelentuan lalu lintas yang dinyatakan dengan
pumlie-rambu lalu lintas serta alat pengendali lalu lintas lainnya;

Pelunggaran terhadap ketentuan perizinan dibidang lalu lintas angkutan
il

I'elungearan tevhadap operasional lalu lintas jalan Jainnya;

BAR IV

KETENTUAN FIDANA
Pasal 25

Pelatigzaran terhadap ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (2)
bwarut s, b, ¢ dan d digncam dengan hakuman kurungan dan/atau denda
scanin dengan keteptuan perundang-undangan yang berlaku;

Pelangaran terhadap ketemtuan Pasal 20 ayat (2) hurut e dipidana
tlengan pedana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
sehannyuk -banyaknya Ep. 1000000, (satu jula rupiah).



BAB YV
EETENTUAN VENUTLUP

Pasal 26

Hal bl yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
b ks pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati |

Fasal 27

Verainran Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat  mengetahuinya, memerintahkan
Vengundangan Peraturan Daerah ini dengan penctapannya dalam Lembaran
Il Kabupaten Rejang Lebong,

Disahkan di Curup
Pada langzal & Oklober ZOOT
BUFATI REJANG LYBONG,
tad
SUHERMAN

Plundamean di Carup
Puila tungeal 9 Oktober 2007
SEKRETARILS DAERAN
KAMIPATEN REJANG LEBONG,
tid
TARMIZ] USULLIEYIN
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